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Uraian Penugasan
1. Melakukan rapid health assessment

Karena keterbatasan sumberdaya, pengamnbilan data primer penilaian kaji cepat kesehatan di
daerah terdampak bencana baru dilakukan di hari ke-tiga penugasan, yaitu tanggal 18 Januari
dengan difasilitasi oleh dinas kesehatan propinsi, penilaian kaji cepat diperkuat dari data
sekunder yang didapat dari laporan petugas kesehatan dan relawan kesehatan (tim EMT) yang
bertugas di daerah terdampak

a. Lokasi rapid health assessment
 Penilaian kaji cepat dilakukan di puskesmas Rangas, puskesmas Botteng, puskesmas

Tapalang Barat, dan puskesmas Tapalang.
 Dari kaji cepat yang dilakukan pada tanggal tersebut, sekitar 10% dari tenaga

puskesmas yang aktif datang ke faskes sementara sekitar 40% tidak datang namun
melakukan pelayanan kesehatan di tempat tenaga puskesmas itu mengungsi (di
depan rumah atau di tenda pengungsian di dekat rumahnya) dan sisanya
mengungsi.



 Protokol 90% tidak dilakukan karena ketersediaan masker yang terbatas, tidak
adanya tempat cuci tangan atau hand sanitizer, dan sempitnya tenda pengungsian
apalagi hujan di empat hari pertama setelah gempa.

 Masih banyak pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan namun tidak mau
datang ke faskes karena masih tingginya ketakukan akan gempa susulan dan
tsunami (rumah sakit berada di daerah kota yang dekat dengan garis pantai), takut
dengan isu dicovidkan, dan takut divaksinasi. Banyak kejadian kerumunan
pengungsi yang bubar ketika didatangi oleh petugas kesehatan karena mereka
mngira akan divaksinasi covid.

 Hasil kaji cepat ini dicatat langsung oleh petugas dinas propinsi, pak Saleh Kandar
(Datin), untuk diinformasikan ke pimpinan via rapat koordinasi klaster kesehatan
dan mengadvokasi kepala kepala puskesmas maupun tenaga kesehatan untuk
melakukan prmosi kesehatan di pengungsian dan kepada tenaga kesehatan lain.
Dari tim Pokja Bencana AHS sendiri, hasil ini disampaikan kepada tim
kedua/pelayanan kesehatan yang dikomandoi oleh dr.Yudha SpOT untuk menyusun
strategi intervensi tim di lapangan juga lokasi pelayanan.

b. Rekomendasi rapid health assessment
 Hasil kaji cepat dikomunikasikan ke petugas dan pejabat terkait di dinas kesehatan

propinsi dan kabupaten, dan ke relawan kesehatan (tim EMT) dalam rapat
koordinasi klaster kesehatan harian agar tercatat di notulensi. Pelayanan kesehatan
untuk lebih menjemput bola ke pengungsian yang karena karakter topografi
Sulawesi Barat, dan situasi pandemi Covid ini, tersebar ke banyak titik dengan
komposisi pengungsi yang sedikit, 10-20 KK dalam satu titik pengungsian.

 Hal yang perlu dipersiapkan oleh tim relawan kesehatan (EMT) yang datang ke
derah lokasi bencana yaitu agar dapat lebih mobile, selalu patuh dan
mengadvokasikan protokol kesehatan, dan meningkatkan upaya pelayanan rujukan
dari pengungsian ke faskes terdekat.

2. Melakukan pendampingan pos koordinasi klaster kesehatan
a. Lokasi pendampingan pos koordinasi klaster kesehatan

 Pos Koordinasi Klaster Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat (di tenda
klaster kesehatan depan Kantor Gubernur) contact person pengelola pos koordinasi
klaster pak Saleh Kandar (Datin) dan pak Irwan Adi Putra (Entomolog)

 Pos Koordinasi Klaster Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju (di kantor
PSC 119 Mamuju) contact person pak Haji Burgan (Pelaksana Harian Pos Koordinasi)

 Pos Koordinasi Klaster Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene (di halaman
RM Bukit Tinggi, Kec.Salutambung, Majene), contact person Pak Sekdis Majene

b. Rekomendasi pendampingan pos koordinasi klaster kesehatan
 Sumberdaya. Petugas pengelola pos koordinasi klaster kesehatan di dinas

kabupaten propinsi terbatas, dukungan tenaga berasal dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Mamasa (Pak Amos), PPK Regional/ Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi
Selatan (Pak Muhammad Dong dan staff staff nya sekitar 8 orang), Pusat Krisis



Kesehatan Kemenkes RI (dr Budi Sylvana dan staffnya: dr Budiman, dr Rakhmad,
pak Manggala dan pak Albet) melengkapi pak Muh.Saleh dan dr.Ikhwan dari Dinas
Kesehatan Propinsi. Seperti yang sudah dipantau dalam grup komunikasi online
whatsapp, sumberdaya untuk melakukan pengelolaan klaster kesehatan terbatas,
untuk mempermudah tim dalam melakukan pendampingan pos, maka telah
disiapkan beberapa form sebagai berikut: (1)Form registrasi EMT di dinkes-fakses;
(2) ID EMT di dinkes; (3) Laporan harian oleh EMT kepada Dinkes; (4) Daftar hadir
rapat koordinasi bencana harian – dinkes; (5) Agenda Rapat Harian Koordinasi
Klaster Kesehatan; (6) Form permintaan logistik medik ke dinkes; (7) Form
penerimaan donasi medik oleh dinkes; (8) Form pendistribusian logistik medik dari
dinkes ke faskes dll. Lesson learnt: Dari delapan form ini, form ke-2 tidak dapat
digunakan karena kondisi saat awal penanganan bencana hujan dan kertas akan
mudah sobek atau luntur dan form ke-5 terselip. Kualitas sumberdaya yang ada
sudah cukup baik sehingga tidak sulit dalam memperkenalkan form dari
pengalaman bencana sebelumnya, hanya saja untuk petugas petugas yang
memandu relawan kesehatan dalam pengisian form masih kurang. Untuk
mengatasi hal ini, tim berkoordinasi dengan tim FKM UNTAD dan tim FK UNISA
untuk dapat memobilisasi penempatan mahasiswa membantu paperwork di pos
koordinasi klaster kesehatan (Gambar 1). Rekomendasi untuk peningkatan
kedepannya juga perlu disusun checklist form-form yang perlu dipergunakan dan
melakukan koordinasi dengan kapasitas lokal.

(Gambar 1) Relawan mahasiswa KKN FKM UNTAD membantu dalam registrasi
relawan kesehatan (EMT) yang datang menggunakan form dari pengalaman
bencana sebelumnya.



 Pemetaan kapasitas. Hal pertama yang paling fundamental dalam melakukan
pendampingan pos koordinasi klaster kesehatan adalah pemetaan kapasitas baik
tenaga maupun lokasi layanan kesehatan. Tim membantu petugas pos koordinasi
dalam melakukan pemetaan ulang struktur komando insiden gempa ini dengan
petugas yang benar benar ada di lapangan dan bukan hanya karena jabatan yang
melekat (Gambar 2). Kemudian pemetaan pelayanan kesehatan dalam bentuk
penyusunan peta respon untuk memvisualisasikan keadaan geografis kapasitas
layanan kesehatan terhadap karakter topografi dan kerentanan penduduk yang
berorientasi pada titik fasilitas layanan kesehatan, ada perbedaan perspektif dalam
penyusunan peta respon dengan pejabat Kementerian Kesehatan namun ini segera
dikomunikasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal (Gambar 3 dan 4). Yang
kedua, pendataan registrasi relawan sebagai salah satu bentuk pendampingan
klaster keshatan hingga tanggal 25 Januari 2021 tercatat 747 relawan kesehatan
dari 101 tim (EMT) yang teregistrasi (belum termasuk relawan PMI). Pada tanggal
26 dan 27 sedang dilakukan rekonsiliasi data relawan antara pos klaster propinsi
dan kabupaten karena efektif per tanggal 25 Januari koordinasi klaster kesehatan
dipindahkan ke kabupaten. Lesson learnt. Karena kondisi cuaca yang tidak dapat
diprediksi, pencetakan peta respon sebaiknya menggunakan spanduk indoor
dengan cincin pengait di ujung-ujungnya, bukan kertas yang digulung. Perbedaan
orientasi penyusunan peta respon harus perlu dikonsolidasikan lagi karena jika
berorientasi pada titik pengungsian dimana informasinya sangat dinamis dan
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, titik pengungsian yang kecil dan tersebar
maka orientasi peta respon sebaiknya pada wilayah kerja pelayanan kesehatan
primer, baik puskesmas maupun pustu agar mudah dalam mendekatkan baik
pasian/pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan maupun relawan
kesehatan (EMT) dengan fasilitas kesehatan. Pendekatan seperti ini diyakini akan
memudahkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bahkan setelah tim
kesehatan (EMT) selesai bertugas.



(Gambar 2) Struktur komando klaster kesehatan propinsi Sulawesi Barat dengan
pendekatan petugas yang ada di lapangan, struktur ini bersifat dinamis sesuai
dengan situasi yang ada di lapangan.

(Gambar 3) Pendampingan penyusunan peta respon yang berorientasi pada
pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju dipimpin oleh bapak Pelaksana Harian,
Haji Burgan dan juga dibantu difasilitasi oleh FKM UNTAD



(Gambar 4) Pendampingan pemuktahiran data pada peta respon oleh tim Pokja
Bencana AHS UGM kepada pak Rizal dan pak Irjan dari Dinkes Propinsi

 Pengelolaan informasi. Tim mengimplementasikan manajemen pengetahuan
dengan memfasilitasi notulensi rapat koordinasi klaster kesehatan, sebanyak tujuh
belas dokumen notulensi dipublikasikan ke grup komunikasi online whatsapp
klaster kesehatan, notulensi dilakukan bergantian dibantu oleh tim FKM UNTAD.
Informasi yang dikumpulkan baik dari registrasi relawan, (gambar 5) notulensi dan
hasil pelayanan kesehatan dikompilasi dalam bentuk infografis (Gambar 6), hanya
saja informasi terkait pelayanan kesehatan dari tim relawan kesehatan (EMT) yang
terjun ke lapangan cakupannya masih rendah dan masih sedikit yang melaporkan
hasil pelayanannya ke puskesmas. Format perekapan data dikelola oleh pak Irwan
Adi Putra(Entomolog) dan beliau juga petugas yang bertanggung jawab menyusun
infografis dan discussion points pak kepala dinas, dr.Alif untuk rapat dengan lintas
sektor maupun BNPB. Untuk informasi yang lebih teknis, seperti trend penyakit, tim
dibantu oleh epidemiolog dari tim pelayanan kesehatan AHS UGM, ibu Wafiyyah
Rizki yang kemudian berkolaborasi dengan tim dari Kemenkes RI untuk menginput
data pelayanan di puskesmas ke aplikasi online SKDR Bencana menggunakan
interface DHIS2. Sebanyak empat puskesmas di kabupaten Mamuju dilakukan
pendampingan dan bimbingan teknis untuk menginput data penyakit yang sudah
dikumpulkan dari pustu/relawan kesehatan yang bertugas di sekitar wilayah kerja
puskesmas ke DHIS2 (Gambar 7). Lesson learnt: Interface DHIS2 tidak dapat
menampilkan trend penyakit karena tipe akun yang diberikan hanya sebagai
penginput data saja, sudah dikomunikasikan ke pusat dan untuk akun dari
pengelola SKDR kabupaten dan propinsi diupgrade agar dapat menampilkan grafik
trend penyakit (Gambar 8).



(Gambar 5) Hasil sementara rekap data relawan yang telah didigitalisasi untuk
memudahkan tim pos koordinasi klaster kesehatan mengidentifikasi tenaga yang
berkualitas dan berkompeten (dibuktikan dengan nomer STR), database ini
kemudian dapt digunakan dengan mudah oleh penanggungjawab sub-klaster
pelayanan kesehatan, ibu Erika dalam memobilisasi tenaga kesehatan ke fasilitas
kesehatan.

(Gambar 6) Menginisiasi infografis propinsi yang mengkompilasi informsai dari
berbagai sumber dan mendigitalkan peta respon dan alur rujukan, dokumen ini
kemudian disebarluaskan saat rapat evaluasi klaster di malam hari dan melalui
media komunikasi online.



(Gambar 7) Memfasilitasi pertemuan antara Kemenkes RI, Dinkes Propinsi, Dinkes
Kabupaten, Puskesmas dan KKN UNTAD untuk melakukan input data SKDR Bencana

(Gambar 8) Tangkapan layar DHIS2 untuk data harian situasi penyakit pasca
bencana kabupaten Mamuju dan kabupaten Majene, di mana sepuluh penyakit
terbanyak masih didominasi oleh ISPA, hipertensi, penyakit kulit, gastritis, diare
akut, alergi, ILI, demam tanpa diketahui penyebabnya, diare lain, diabetes,
cephalgia, dyspepsia, myalgia dan batuk.


